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Memahami dasar hukum tentang proses pelayanan

perantaraan kerja melalui mekanisme AKL dan AKAD

Memahami proses pelayanan perantaraan kerja melalui

mekanisme AKL dan AKAD

Memahami proses mekanisme perantaraan kerja melalui

mekanisme AKL dan AKAD

Memahami proses Evaluasi perantaraan kerja melalui

mekanisme AKL dan AKAD
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TUJUAN
Tujuan kompetensi yang ingin

dicapai
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HOME
Materi yang dipelajari dalam modul

ini

1. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum

2. Proses Pelaksanaan

2. Proses Pelaksanaan

4. Evaluasi Pelayanan Perantaraan Kerja

4. Evaluasi Pelayanan Perantaraan Kerja

3. Monitoring

3. Monitoring
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DASAR HUKUM

Materi 1

Mulai

Mulai
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Dasar Hukum

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

BAB III : Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama, Pasal 5

BAB VI : Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 31

UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Bagian Keempat : Pekerjaan, Kewirausahaan Dan Koperasi

Pasal 45 s.d. Pasal 60

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan“
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Materi 1

Materi 1 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan

tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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PROSES PELAKSANAAN

Materi 2

Mulai

Mulai
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Interaction

Click the Interaction button to edit this object



Interaction

Click the Interaction button to edit this object



Materi 2

Materi 2 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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MONITORING

Materi 3

Mulai

Mulai
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Monitoring mekanisme pelayanan perantara kerja merupakan kegiatan yang sangat penting untuk

memastikan keberhasilan program penempatan tenaga kerja. Dengan melakukan monitoring yang

efektif, kita dapat mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan perbaikan, dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat melalui kesempatan kerja yang lebih baik.

Monitoring Mekanisme Pelayanan Perantara Kerja Melalui

Mekanisme AKL dan AKAD

Menu
Home

Home



1. Evaluasi Kinerja : Mengukur sejauh mana layanan

perantara kerja memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

2. Identifikasi Kendala : Menemukan hambatan yang 

menghambat kelancaran proses penempatan kerja.

3. Peningkatan Efisiensi : Mengoptimalkan penggunaan

sumber daya dan prosedur kerja.

4. Pengambilan Keputusan : Menyediakan data yang akurat

untuk perencanaan kebijakan dan program 

pengembangan tenaga kerja.

Tujuan Monitoring

1. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar. Menunjukkan tingkat

partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan.

2. Jumlah Lowongan Kerja yang Terisi. Mengukur

keberhasilan dalam mencocokkan pencari kerja dengan

lowongan.

3. Waktu Rata-rata Penempatan. Menunjukkan kecepatan

proses penempatan.

4. Tingkat Kepuasan Pencari Kerja dan Perusahaan. 

Mengukur kualitas layanan yang diberikan.

5. Jumlah Pencari Kerja yang Berhasil Berpindah ke

Pekerjaan yang Lebih Baik. Menunjukkan dampak positif

dari layanan terhadap peningkatan kualitas hidup pencari

kerja.

Indikator Monitoring
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Materi 3
Materi 3 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan

tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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EVALUASI

Materi 4

Mulai

Mulai
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Evaluasi terhadap layanan perantara kerja sangat penting untuk memastikan penempatan tenaga

kerja berjalan efektif. Baik untuk pekerjaan lokal maupun antar daerah, evaluasi membantu kita

melihat sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menemukan area yang

perlu diperbaiki

Evaluasi Mekanisme Pelayanan Perantara Kerja Melalui

Mekanisme AKL dan AKAD
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1. Efisiensi : Seberapa cepat dan murah proses 

penempatan, serta berapa banyak lowongan yang terisi.

2. Relevansi : Seberapa cocok keterampilan pencari kerja

dengan pekerjaan yang tersedia, dan apakah ada

pelatihan yang diperlukan.

3. Kualitas : Seberapa puas pencari kerja dan perusahaan

dengan layanan yang diberikan, serta kemudahan akses

layanan.

4. Kolaborasi : Seberapa baik kerja sama antara

perusahaan dan pemerintah.

5. Teknologi : Seberapa efektif penggunaan teknologi

dalam proses penempatan.

Aspek yang di evaluasi

1. Survei : Kumpulkan pendapat pencari kerja, dan pemberi

kerja (Perusahaan)

2. Wawancara : Lakukan wawancara mendalam untuk

menggali informasi lebih lanjut dari pencari kerja dan 

pemberi kerja (Perusahaan)

3. Observasi : Amati langsung proses kerja di layanan

perantara kerja.

4. Analisis data : Analisis data yang diperoleh untuk

menemukan pola dan tren.

Cara evaluasi
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KUIS

Silahkan jawab kuis berikut ini.
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object



SUMMARY

• Mekanisme pelayanan perantara kerja melalui antar kerja lokal dan antar

daerah merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

evaluasi yang berkelanjutan, mekanisme ini dapat menjadi semakin efektif

dalam menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai.
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DAFTAR ISTILAH

• AKL : Antar Kerja Lokal

• AKAD : Antar Kerja Antar Daerah

• LPTKS : Lembaga Penenempatan Tenaga Kerja Swasta

• BKK : Bursa Kerja Khusus

• LPPRT : Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga
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